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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH  

KOTA PEKANBARU 

 

2.1  Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Pada mulanya Bapenda Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri 

Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 

1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 
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dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindak lanjuti dengan di 

terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, 

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

d. Seksi Penetapan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 
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Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, 

termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Badan Pendapatan 

b. Wakil Badan Pendapatan 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Subbag Program 

e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Bidang Penagihan 

g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

 

2.2  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa 

kemana organisai harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara 

konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. 
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2.2.1 Visi 

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota 

Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru 

yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani” 

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru  tersebut dengan dilatar belakangi oleh 

kondisi riil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang 

terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk 

mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana 

Strategis-SKPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

adalah : 

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi 

Pemungutan Serta Pelayanan Pajak Daerah yang Efektif, Efisien, 

Transfaran dan Akuntabel Menuju Terciptanya Pekanbaru Sebagai Smart 

City Madani”. 

 

2.2.2 Misi 

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

a. Misi Pertama : 

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Misi Kedua : 

Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. 
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c. Misi Ketiga : 

  Melakukan peningkatan kualitan Sumber Daya Manusia. 

d. Misi Keempat : 

Meningkatkan Saran dan Prasarana. 

e. Misi Kelima : 

Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. 

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan 

pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-

programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru pada masa mendatang. 

 

2.2.3  Tujuan dan Sasaran 

 Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus merumuskan visi dan misi  tersebut 

kedalam bentuk yang lebih nyata operasional dan terarah berupa pembuatan 

tujuan dan sasaran. 

 Penatapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang telah di identifikasikan sebelumnya. Yakni telah 

memperhitungkan kelebihan/ kekuatan dan kekurangan/ kelemahan serta segala 

sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang di tetapkan menjadi lebih 

rasional. 
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2.3 Struktur  Organisasi  Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 

 

 

 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak 
Daerah 

T. Denny Muharpan, SH 
 

Sub Bidang Penagihan Pajak 
Daerah 

Mahmud Yusrizal, SE 
 

Sub Bidang 
Perundang-
Undangan 

Syafri Annur, A. SH 

KEPALA BADAN 
Muhammad Jami M.Ag, MSi  

Sub Bidang Pajak Reklame, Air 
Tanah, Penerangan Jalan dan 
Mineral, Bukan Logam Batuan 

Fakhrudin, SP 

 

Sekretaris 
Drs.H.Syaffaizal, M.Si 

HARAHAP,MT 

Sub Bidang Pelayanan Pajak 
Daerah 

Debby Puspa Sari, SE.M.Si 

 

Subbag Umum 
Dra.Hj Salma , M.Pd 

Subbag Keuangan 
Weny Fitria,SE,MSc 

Sub Bidang Penilaian, 
Penetapan PBB dan Verifikasi 

BPHTB 
Erwinsyah, SH, MH 

 

Sub Bidang Data 
dan Teknologi 

Informatika 
Indra Afriyanto, S.Si 

 

Subbag Program 
Novyardi, SP 

Sub Bidang 
Pembetulan,Pengurangan 

PBB dan BPHTB 
Eryk Gunawan, ST 

 

Bidang Penagihan Pajak Daerah 
Edi Satriawan, SH 

Bidang Retribusi, Teknologi 
Informatika dan Perundang-Undangan 

R. Maria Ulfa, SE 

 

Sub Bidang Pembukuan, Validasi, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Hayatun Nufus, SE, Ak 

Sub Bidang Retribusi, 
Legalisasi dan 

Pendapatam Lain-Lain 
Rachmawati, SE 

Bidang Pajak Daerah Lainnya 
Adi Lesmana, S.Hut 

Sub Bidang Pajak Hotel, 
Hiburan, Restoran, Parkir, dan 

Sarang Burung Walet 
Agussalim, S.Sos 

Bidang PBB dan BPHTB 
Adrizal, SE 

 

Sub Bidang Pendaftaran, 
Pendataan, PBB dan BPHTB 

Indah Rasuta, S.IP 
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2.4 Uraian Tugas Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian 

2.4.1 Kepala Badan  

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan 

membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian 

tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, 

penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian 

teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala Badan dalam 

melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor. 

2.4.2 Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasianan, 

perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, 

perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu 

oleh kepala bsub bagian yang terdiri dari: 

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian 

b. Sub Bagian Umum 

c. Sub Bagian Keuangan 

2.4.3 Bidang PBB dan BPHTB  

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang kepala Bidang 

yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
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perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan 

perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan 

dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:  

a. Kepala Seksi Intensifikasai dan Ekstensifikasi  

b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi 

c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan 

Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah 

naungan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

2.4.4 Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan 

keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas 

dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:  

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan 

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan 

 

2.4.5 Bidang Penagihan 

Bidang penagihan  dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang  

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai 
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tugas mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam 

pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:  

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah 

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah 

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain 

 

2.4.6 Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan 

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpinoleh 

seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan 

penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi 

yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain 

 

2.4.7 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
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Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Walikota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


